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Abstrak: Sengketa Laut China Selatan merupakan salah satu isu paling kompleks dan strategis di kawasan Asia 

Pasifik, melibatkan berbagai negara dengan klaim tumpang tindih atas wilayah dan sumber daya alam yang melimpah. 

Konflik ini tidak hanya mencerminkan persaingan klaim teritorial, tetapi juga kepentingan politik, ekonomi, dan 

keamanan regional yang saling bertautan. China, dengan pendekatan asertif dan strategi “gray zone”, berupaya 

memperkuat dominasinya di kawasan melalui pembangunan infrastruktur, kehadiran militer, dan diplomasi ekonomi, 

sementara negara-negara ASEAN serta kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat berupaya menyeimbangkan 

kepentingan keamanan dan ekonomi mereka di tengah tekanan Beijing. Ketergantungan ekonomi negara-negara Asia 

Tenggara terhadap China menjadi dilema tersendiri, di mana upaya menegakkan kedaulatan harus diimbangi dengan 

menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di sisi lain, keterlibatan Amerika Serikat dan sekutunya menambah dimensi 

geopolitik yang semakin kompleks, menjadikan Laut China Selatan sebagai arena persaingan pengaruh global dan 

pengujian efektivitas norma hukum internasional. Dinamika ini menuntut pendekatan multidimensi dan kerja sama 

regional yang kuat guna mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas kawasan. 

Kata Kunci: Sengketa Laut China Selatan, Kepentingan Politik, Sumber Daya Alam 

 

Abstract: The South China Sea dispute stands as one of the most complex and strategic issues in the Asia-Pacific 

region, involving multiple countries with overlapping territorial claims and abundant natural resources. This conflict 

reflects not only territorial competition but also interconnected political, economic, and regional security interests. 

China, through assertive actions and “gray zone” strategies, seeks to consolidate its dominance via infrastructure 

development, military presence, and economic diplomacy, while ASEAN states and external powers such as the United 

States strive to balance their security and economic interests amid Beijing’s pressure. Southeast Asian countries’ 

economic dependence on China presents a unique dilemma, forcing them to uphold sovereignty while maintaining 

national economic stability. Meanwhile, the involvement of the United States and its allies adds further geopolitical 

complexity, making the South China Sea a battleground for global influence and a test of international legal norms. 

These dynamics demand a multidimensional approach and robust regional cooperation to prevent conflict escalation 

and preserve regional stability. 
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

Laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, 

jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan, serta berbagai kepentingan lainnya. 

Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan 

terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara yang didasarkan atas suatu 

konsepsi hukum. Untuk dapat mengamankan dan menguasai lautnya, serta mencegah negara lain 

untuk memanfaatkan atau merusaknya, negara tersebut dapat menggunakan sea power. Konsep 

sea power diperkenalkan oleh Mahan, dimana Mahan menyatakan perlunya enam elemen dasar 

untuk membangun suatu kekuatan laut yang besar yaitu geographical territory, physical 

conformation, extent of territory, character of the people, number of populations, dan character 

of governmenti. 

Laut China Selatan merupakan salah satu kawasan strategis yang menjadi titik pertemuan 

antara kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan sejumlah negara di Asia Tenggara maupun 

kekuatan besar dunia. Sengketa di kawasan ini tidak hanya mencerminkan konflik batas wilayah 

semata, melainkan juga menyangkut kepentingan terhadap penguasaan dan eksploitasi sumber 
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daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas alam, dan hasil perikanan. Di balik klaim-klaim 

teritorial yang tumpang tindih, terdapat dinamika geopolitik yang rumit, di mana kekuatan negara 

sering kali diukur dari sejauh mana mereka mampu mempertahankan akses terhadap sumber daya 

strategis. 

Konflik di Laut Cina Selatan bermula ketika Cina menyatakan klaim kepemilikan atas Laut 

Cina Selatan berdasarkan peta Nine Dash Line yang luasnya hampir meliputi keseluruhan Laut 

Cina Selatan. Konflik ini merupakan salah satu ancaman yang berpotensi menimbulkan dampak 

negatif yang besar, dengan terganggunya stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Mengingat kawasan 

Laut China Selatan merupakan kawasan yang bernilai ekonomis, politik dan strategis dilihat dari 

posisi geografisnya yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai Jalur 

Pelayaran Perdagangan atau Sea Lane of Trade (SLOT) dan Jalur Komunikasi Internasional atau 

Sea Lane of Communication (SLOC).ii Persengketaan China di wilayah ini mencakup dua 

persoalan utama yaitu kedaulatan teritorial dan kedaulatan maritim. Kedaulatan teritorial 

membahas tentang kepemilikan wilayah daratan yang ada di daerah ini sementara persengketaan 

kedaulatan maritim berhubungan dengan penetapan batas yang diijinkan oleh Konvensi Hukum 

Laut PBB (UNCLOS III) 1982. iiiChina dalam mengajukan tuntutan didasari oleh fakta sejarah, 

penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh 

nelayannya. Dalam sejarah China, sejak 2000 tahun yang lalu banyak nelayannya yang telah 

melintasi perairan tersebut untuk mencari ikan. Beijing juga menegaskan bahwa negara yang 

pertama menemukan dan menduduki Kepulauan Spartly adalah China dengan didukung bukti-

bukti arkeologis Cina dari Dinasti Han (206-220 Sebelum Masehi). Bagi China, lautan ini sangat 

penting bukan hanya karena banyaknya jenis ikan tapi juga kekayaan lainnya yang dapat 

mendukung perkembangan ekonomi, politik dan pertahanan keamanannya.iv 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 sebenarnya 

telah memberikan kerangka hukum internasional yang cukup jelas mengenai hak dan kewajiban 

negara pantai, termasuk pembagian wilayah laut seperti zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas 

kontinen. Namun, dalam praktiknya, implementasi UNCLOS sering kali terbentur oleh 

pertimbangan geopolitik dan kepentingan nasional yang sempit. Misalnya, klaim sepihak China 

dengan konsep "nine-dash line" bertentangan dengan prinsip-prinsip UNCLOS, namun tetap 

dipertahankan dengan berbagai cara, termasuk kehadiran militer dan aktivitas eksplorasi di 

wilayah yang disengketakan. 

Seiring berjalannya waktu, ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan semakin 

memperjelas bahwa kawasan ini bukan hanya penting bagi negara-negara yang mengklaim 

wilayah tersebut, tetapi juga bagi kekuatan besar dunia yang memiliki kepentingan strategis di 

kawasan Asia Pasifik. Selain itu, meskipun UNCLOS 1982 berusaha memberikan pedoman 

hukum terkait penggunaan laut, faktanya klaim-klaim sepihak yang dilakukan oleh China tetap 

berlanjut, dan tidak ada mekanisme yang cukup efektif untuk menegakkan aturan internasional ini. 

Di sisi lain, negara-negara lain yang terlibat dalam sengketa ini, seperti Filipina, Vietnam, 

dan Malaysia, juga berusaha mempertahankan klaim mereka terhadap wilayah yang mereka 

anggap bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka, yang didasarkan pada UNCLOS. 

Namun, meskipun terdapat berbagai upaya diplomatik, seperti proses penyelesaian sengketa 

melalui Mahkamah Internasional atau pengajuan kasus ke pengadilan arbitrase internasional, 

tantangan utama tetap pada ketidaksepakatan mendalam antara pihak-pihak yang terlibat, serta 

peran dominan China yang memanfaatkan kekuatan militernya untuk menegaskan klaim-klaim 

tersebut. Salah satu elemen yang semakin memengaruhi dinamika sengketa ini adalah peran 
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kekuatan besar seperti Amerika Serikat yang memiliki kepentingan untuk menjaga kebebasan 

pelayaran dan mencegah dominasi China atas jalur perdagangan internasional yang vital.  

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dan kualitatif deskriptif.  Kajian 

hukum yuridis normatif bertumpu pada data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian 

yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa 

buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi internasional, artikel dari situs lembaga riset, serta pernyataan 

dan kebijakan resmi negara-negara yang berkepentingan dalam sengketa tersebut. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan menelaah sumber-sumber 

tertulis yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. 

 

PEMBAHASAN  

Kepentingan Politik dan Ekonomi Dalam Sengketa di Laut China Selatan 

Laut China Selatan, yang membentang seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi, merupakan 

salah satu kawasan maritim paling strategis di dunia. Terletak di antara China, Filipina, Vietnam, 

Malaysia, Brunei, dan Taiwan, perairan ini menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra 

Hindia melalui Selat Malaka dan Selat Taiwan.v Kehadirannya sebagai jalur pelayaran utama 

menjadikannya sebagai urat nadi perdagangan internasional, dengan lebih dari sepertiga 

perdagangan maritim dunia melewati kawasan ini setiap tahunnya. Selain itu, Laut China Selatan 

juga kaya akan sumber daya alam, termasuk cadangan minyak dan gas yang signifikan, serta hasil 

laut yang melimpah. Keanekaragaman hayati laut di kawasan ini juga sangat tinggi, 

menjadikannya sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Keberadaan pulau-

pulau kecil, terumbu karang, dan fitur maritim lainnya menambah kompleksitas dalam hal klaim 

teritorial dan pengelolaan kawasan.  
viKeberadaan Laut China Selatan yang kaya akan sumber daya alam dan strategis secara 

geografis telah menimbulkan berbagai klaim teritorial dari negara-negara yang berbatasan 

langsung dengan perairan ini. China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan 

melalui "nine-dash line", yang mencakup area yang juga diklaim oleh negara-negara lain seperti 

Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Klaim-klaim ini sering kali tumpang tindih dan 

bertentangan, baik dari segi hukum internasional maupun sejarah. Sebagai contoh, Mahkamah 

Arbitrase Internasional pada tahun 2016 memutuskan bahwa klaim China atas hampir seluruh Laut 

China Selatan tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut Konvensi Hukum Laut PBB 

(UNCLOS). Namun, China menolak putusan ini dan terus memperkuat klaimnya melalui 

pembangunan infrastruktur militer di pulau-pulau yang diklaimnya. Ketegangan yang muncul 

akibat klaim-klaim ini tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan, tetapi juga mempengaruhi 

hubungan diplomatik antarnegara dan dapat berpotensi menimbulkan konflik terbuka jika tidak 

dikelola dengan bijaksana. 

Laut China Selatan (LCS) merupakan kawasan strategis yang tidak hanya penting dari segi 

ekonomi dan keamanan, tetapi juga memiliki dimensi politik yang kompleks. Meskipun Indonesia 

bukan negara pengklaim utama dalam sengketa ini, posisi geografisnya yang berbatasan langsung 

dengan perairan tersebut menjadikannya sebagai aktor penting dalam dinamika politik kawasanvii. 

Klaim sepihak China atas hampir seluruh wilayah LCS melalui "nine-dash line" menimbulkan 

potensi tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, khususnya di Laut 
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Natuna Utara. Hal ini memunculkan tantangan bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah 

dan hak berdaulat atas sumber daya alam di kawasan tersebut. 

Kepentingan politik dalam sengketa Laut China Selatan sangat penting karena wilayah ini 

menjadi pusat perebutan pengaruh geopolitik di Asia Tenggara dan Asia Timur. China mengklaim 

hampir seluruh Laut China Selatan melalui "nine-dash line" yang tumpang tindih dengan klaim 

negara-negara lain seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwanviii. Klaim ini 

menimbulkan ketegangan yang signifikan karena berimplikasi pada kontrol jalur pelayaran 

strategis yang menjadi urat nadi perdagangan internasional dan akses ke sumber daya alam yang 

melimpahix. China memperkuat klaimnya dengan membangun pulau-pulau buatan dan fasilitas 

militer, termasuk landasan pacu dan pangkalan militer, untuk memperkuat posisi tawarnya dan 

menunjukkan kekuatan militernya di kawasan tersebutx. Negara-negara tetangga dan aktor global 

seperti Amerika Serikat menanggapi dengan meningkatkan kehadiran militer dan melakukan 

operasi kebebasan navigasi guna menegaskan bahwa perairan tersebut adalah wilayah 

internasional yang bebas dilaluixi 

Selain aspek politik dan keamanan, kepentingan ekonomi juga menjadi pendorong utama 

dalam dinamika sengketa di Laut China Selatan. Potensi sumber daya alam di kawasan ini sangat 

besar, mencakup cadangan energi berupa miliaran barel minyak dan triliunan kaki kubik gas alam, 

yang penting untuk menunjang ketahanan energi negara-negara di kawasanxii. Di samping itu, Laut 

China Selatan merupakan salah satu wilayah perikanan terkaya di dunia, yang mendukung 

penghidupan jutaan penduduk pesisir serta menyumbang secara signifikan terhadap ekonomi 

regional melalui industri perikanan skala besarxiii. Jalur pelayaran yang melintasi wilayah ini juga 

memainkan peran vital dalam perdagangan global—lebih dari 40 persen aktivitas pelayaran 

internasional melalui laut melintasi kawasan ini, menjadikannya jalur logistik yang sangat 

strategisxiv. Dengan latar belakang tersebut, kepentingan ekonomi menjadi faktor yang tak 

terpisahkan dari sengketa, karena penguasaan atas wilayah tertentu berarti penguasaan terhadap 

sumber daya alam dan jalur distribusi perdagangan dunia. Bagi Indonesia, khususnya di wilayah 

Natuna, potensi gas alam seperti yang terdapat di Blok East Natuna menambah urgensi untuk 

menjaga kedaulatan dan memastikan perlindungan terhadap sumber daya nasional di tengah 

ketegangan regional yang masih berlangsungxv. Selain sebagai penghasil sumber daya energi, 

Natuna juga berfungsi sebagai titik strategis dalam upaya Indonesia memperkuat kehadiran 

maritim dan menjaga stabilitas kawasan. Ketidakpastian atas status hukum dan kontrol kawasan 

membuat investasi di sektor energi dan perikanan menjadi rentan terhadap risiko politik. Hal ini 

menuntut Indonesia untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan pertahanan, tetapi juga 

memperkuat diplomasi ekonomi melalui kerja sama multilateral dan bilateral guna menciptakan 

lingkungan investasi yang aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelesaian damai yang 

menjamin akses adil terhadap sumber daya bersama sangat penting, tidak hanya bagi negara-

negara yang terlibat langsung dalam sengketa, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi kawasan Asia-

Pasifik secara keseluruhan. 

Sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, Indonesia 

tidak dapat melepaskan diri dari dinamika geopolitik kawasan yang semakin kompleks. 

Kepentingan politik dan ekonomi dalam sengketa di Laut China Selatan sangat besar. Indonesia, 

meski bukan penglaim utama, tetap memiliki kepentingan besar karena sebagian Zona Ekonomi 

Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara tumpang tindih dengan klaim China melalui 

"nine-dash line"xvi.  Indonesia menegaskan kedaulatan dan hak berdaulatnya atas wilayah tersebut 

dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, serta 

memperkuat diplomasi di forum-forum multilateral seperti ASEAN.xvii Indonesia juga 
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memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan serupa dan aktif 

dalam berbagai mekanisme diplomasi, termasuk “1,5 track diplomacy”,, untuk menjaga stabilitas 

kawasan dan memastikan kepentingan nasionalnya tetap terlindungi. Langkah-langkah ini 

mencerminkan upaya Indonesia untuk memainkan peran konstruktif dalam menjaga keamanan 

regional tanpa harus terlibat langsung dalam eskalasi konflik yang merugikanxviii. 

 

Pengaruh Sengketa Laut China Selatan Terhadap Keamanan dan Stabilitas Kawasan Asia 

Tenggara 

Pengaruh sengketa Laut China Selatan terhadap keamanan dan stabilitas kawasan Asia 

Tenggara merupakan isu yang semakin kompleks dan krusial dalam dinamika geopolitik regional. 

Wilayah ini tidak hanya menjadi jalur pelayaran utama yang menghubungkan berbagai negara dan 

menjadi urat nadi perdagangan internasional, tetapi juga kaya akan sumber daya alam yang 

strategis, seperti cadangan minyak dan gas yang sangat penting bagi kebutuhan energi negara-

negara di Asia Timur dan Asia Tenggaraxix. Sebagian besar negara yang berbatasan dengan Laut 

China Selatan, termasuk China, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, mengklaim bagian dari wilayah 

ini, yang menciptakan ketegangan yang signifikan dalam hubungan antarnegara. China, yang 

mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan melalui “nine-dash line”, telah memperburuk 

ketegangan ini dengan membangun infrastruktur militer di pulau-pulau yang disengketakan.xx 

Keberadaan pulau-pulau buatan yang didirikan China, misalnya di Fiery Cross Reef dan Subi Reef, 

menambah kompleksitas dalam perselisihan ini, karena negara-negara lain yang memiliki klaim 

teritorial juga merasa terancam dengan tindakan tersebutxxi. Kemudian kebijakan luar negeri China 

yang agresif dalam memperkuat klaimnya melalui pembangunan pulau buatan dan peningkatan 

aktivitas militer juga memicu ketegangan diplomatik dan militer yang signifikan dengan negara-

negara ASEAN. Negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia 

merespons dengan berbagai strategi, mulai dari penguatan kapabilitas militer hingga diplomasi 

multilateral, guna menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan. Ketegangan ini menimbulkan risiko 

konflik bersenjata yang dapat mengganggu keamanan regional dan stabilitas politik, serta 

melemahkan solidaritas ASEAN dalam menghadapi tantangan bersama. Upaya untuk 

menyeimbangkan kekuatan melalui strategi balance of power dan diplomasi yang lebih kuat 

menjadi sangat penting agar eskalasi konflik dapat dicegah dan stabilitas kawasan tetap terjaga.xxii 

Keamanan kawasan menjadi lebih terancam ketika negara-negara besar, seperti Amerika 

Serikat, memperlihatkan kehadiran militer mereka di kawasan ini untuk menjamin kebebasan 

navigasi dan menanggapi klaim sepihak dari China. Hal ini memperburuk ketegangan yang sudah 

ada dan meningkatkan potensi konflik terbuka antara negara-negara besar, yang dapat melibatkan 

negara-negara Asia Tenggara secara langsung. Selain itu, peningkatan ketegangan ini dapat 

menyebabkan gangguan pada jalur perdagangan maritim yang sangat penting bagi perekonomian 

global. Sekitar 40 hingga 50 persen perdagangan dunia, termasuk pengangkutan minyak dan gas, 

melewati Laut China Selatan setiap tahunnyaxxiii. Apabila terjadi konflik terbuka, maka 

pengaruhnya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung dalam sengketa, 

tetapi juga oleh seluruh negara yang bergantung pada perdagangan internasional. 

Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam klaim teritorial Laut China Selatan, 

Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas kawasan ini. Sebagai negara 

dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Laut Natuna Utara, Indonesia merasakan 

dampak langsung dari klaim China yang mencakup sebagian wilayah tersebut. Oleh karena itu, 

Indonesia menegaskan hak kedaulatan dan hak berdaulatnya atas wilayah ini dengan 

mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 yang telah 
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disepakati oleh negara-negara pesisir laut. Melalui forum-forum multilateral seperti ASEAN, 

Indonesia terus berusaha memperkuat diplomasi kawasan untuk mendorong penyelesaian sengketa 

secara damai dan berdasarkan hukum internasionalxxiv. Pendekatan diplomatik ini sangat penting, 

mengingat ketegangan yang ada berpotensi mengancam keamanan regional dan bahkan global. 

Dalam upaya menjaga stabilitas kawasan, Indonesia juga memperkuat kerja sama dengan negara-

negara lain yang memiliki kepentingan serupa, baik dalam hal keamanan maupun ekonomi. 

Melalui “1,5 track diplomacy”, yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sipil, Indonesia 

berupaya mengurangi ketegangan dan memperbaiki hubungan antarnegara yang terlibat dalam 

sengketaxxv. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjaga kawasan tetap 

aman dan stabil, serta memastikan bahwa kepentingan nasionalnya, baik dari segi politik, 

ekonomi, maupun keamanan, tetap terlindung. 

 

KESIMPULAN 

Sengketa di Laut China Selatan telah menjadi isu geopolitik yang sangat kompleks, dengan 

dampak besar terhadap keamanan, stabilitas, dan ekonomi kawasan Asia Tenggara. Wilayah ini 

bukan hanya kaya akan sumber daya alam strategis, seperti cadangan minyak, gas, dan hasil laut 

yang melimpah, tetapi juga merupakan jalur perdagangan maritim yang vital bagi perekonomian 

global. Klaim-klaim teritorial yang tumpang tindih, terutama oleh China melalui “nine-dash line”, 

telah meningkatkan ketegangan antara negara-negara yang terlibat dan memperburuk stabilitas 

kawasan. Pembangunan infrastruktur militer oleh China di pulau-pulau buatan, serta respons 

negara-negara tetangga yang memperkuat kapasitas militer dan diplomasi mereka, menunjukkan 

betapa pentingnya penyelesaian sengketa ini. 

Bagi Indonesia, meskipun tidak menjadi pengklaim utama, sengketa ini memiliki dampak 

langsung terhadap kedaulatan dan sumber daya alam, khususnya di Laut Natuna Utara. Indonesia 

berupaya mempertahankan hak kedaulatan atas wilayahnya melalui pendekatan diplomasi 

multilateral dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa. 

Keberadaan Indonesia sebagai aktor penting dalam stabilitas kawasan tercermin dalam 

komitmennya untuk mendukung penyelesaian sengketa secara damai, berdasarkan prinsip hukum 

internasional, terutama UNCLOS 1982. Pendekatan ini juga mencakup pemanfaatan diplomasi 

track 1,5 yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sipil dalam upaya meredam ketegangan. 

Secara keseluruhan, penting bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini untuk 

mencari solusi yang mengutamakan dialog dan penyelesaian damai, mengingat dampak yang luas 

terhadap keamanan regional dan global. Ketegangan yang terus berlangsung berpotensi 

mengganggu jalur perdagangan dan mengancam stabilitas politik di Asia Tenggara, yang 

berpengaruh pada perekonomian dunia. Sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung 

dengan Laut China Selatan, Indonesia harus terus menjaga kedaulatan wilayahnya dan berperan 

aktif dalam menjaga perdamaian serta kestabilan kawasan ini. 
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